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Abstrak 

 
Penelitian ini mengeksplorasi tingkat kepatuhan UMKM terhadap kewajiban hukum dan keuangan 
mereka setelah konversi menjadi Perseroan Terbatas (PT), yang didorong oleh fenomena Fearof 
Missing Out  (FOMO) terhadap peluang bisnis formal yang terjangkau. Melalui tinjauan terhadap 
peraturan perpajakan, standar akuntansi, dan studi kasus UMKM, ditemukan bahwa, terlepas dari 
daya tarik biaya yang lebih rendah, banyak UMKM yang tidak memiliki pemahaman yang memadai 
mengenai tanggung jawab perpajakan dan manajemen keuangan yang selaras dengan standar 
akuntansi. Kesenjangan dalam pengetahuan ini meningkatkan risiko ketidakpatuhan dan 
kemungkinan sanksi hukum. Studi ini merekomendasikan untuk membuat program edukasi, 
bekerja sama dengan pemerintah dan asosiasi bisnis, untuk membekali UMKM dengan 
pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab pajak dan akuntansi mereka. Pendekatan edukasi 
yang komprehensif seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan hukum dan berkontribusi 
pada keberlanjutan UMKM dalam jangka panjang. 
 
Kata kunci: Kepatuhan UMKM, Kewajiban Perpajakkan, Pengelolaan Keuangan , Sanksi Pajak, 

Self Assessment. 

 
Abstract 

 
This research explores the level of MSMEs' compliance with their legal and financial obligations 
after conversion to a Limited Liability Company (PT), driven by the Fear of Missing Out (FOMO) 
phenomenon of affordable formal business opportunities. Through a review of tax regulations, 
accounting standards, and case studies of MSMEs, it was found that, despite the appeal of lower 
costs, many MSMEs lack an adequate understanding of tax responsibilities and financial 
management aligned with accounting standards. This gap in knowledge increases the risk of non-
compliance and possible legal sanctions. This study recommends establishing an education 
program, in collaboration with the government and business associations, to equip MSMEs with a 
clear understanding of their tax and accounting responsibilities. Such a comprehensive educational 
approach is expected to improve legal compliance and contribute to the long-term sustainability of 
MSMEs. 
 
Keywords : MSME Compliance, Tax Obligations, Financial Management, Tax Sanctions, Self-

Assessment. 
 

PENDAHULUAN 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam 

perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dan menyediakan 
lapangan kerja yang cukup besar. Pemerintah telah memperkenalkan peraturan untuk 
memfasilitasi pendaftaran UMKM sebagai Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perorangan) 
dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mendirikan PT. Inisiatif ini telah 
menarik banyak UMKM, memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari status 
hukum, keamanan bisnis, dan peningkatan kredibilitas dengan mitra dan konsumen. Namun, hal 
ini menimbulkan pertanyaan apakah biaya pendaftaran yang lebih rendah merupakan faktor utama 
yang mempengaruhi UMKM untuk memilih status PT Perorangan atau ada faktor lain yang 
berperan. 
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Selain itu, fenomena Fear of Missing Out (FOMO) juga dapat mendorong UMKM untuk 
mendaftar sebagai PT Perorangan, sering kali hanya karena mengikuti tren tanpa sepenuhnya 
memahami kewajiban hukum dan keuangan yang terkait. Keputusan untuk bertransisi 
membutuhkan kesiapan dalam hal pengetahuan dan kesadaran akan tanggung jawab hukum yang 
baru, terutama terkait kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan pelaporan 
keuangan.Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) atau rasa takut ketinggalan dapat mendorong 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendaftarkan diri sebagai PT Perseorangan, 
terutama ketika mereka melihat orang lain dalam jaringan mereka melakukan hal yang sama. Tren 
ini membuat banyak UMKM mengambil keputusan tanpa pemahaman yang lengkap mengenai 
kewajiban hukum yang terkait dengan perubahan status usaha mereka. Akibatnya, mereka sering 
kali melanjutkan prosesnya tanpa memahami sepenuhnya kewajiban perpajakan dan pelaporan 
keuangan yang harus mereka penuhi. 

Menurut Devi (2022), pemahaman tentang peraturan perpajakan dan sistem Self-
Assessment merupakan kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM, 
sedangkan sanksi pajak hanya menunjukkan pengaruh yang kecil. Hal ini menunjukkan bahwa 
kepatuhan dapat ditingkatkan dengan lebih baik melalui pendidikan dan kesadaran daripada hanya 
mengandalkan tindakan hukuman. Lebih lanjut, penelitian Madjodjo dan Baharuddin (2022) 
mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas layanan fiskal berdampak positif 
terhadap kepatuhan pajak UMKM. 

Saragih dkk. (2023) menambahkan bahwa literasi akuntansi dan penggunaan sistem 
informasi keuangan sangat penting untuk pertumbuhan UMKM. Hal ini menimbulkan pertanyaan 
tentang sejauh mana UMKM, yang telah memperoleh status PT Perorangan, memahami tanggung 
jawab hukum dan keuangan yang terlibat, termasuk pelaporan keuangan dan kepatuhan pajak. 

Oleh karena itu, penelitian ini berkonsentrasi pada tiga aspek utama: (1) apakah biaya 
pendaftaran yang lebih murah merupakan motivasi utama bagi UMKM untuk mendirikan PT 
Perseorangan , (2) tingkat pemahaman UMKM terhadap kewajiban hukum mereka setelah 
pendaftaran, dan (3) tingkat kepatuhan UMKM terhadap kewajiban pelaporan keuangan dan 
perpajakan sesuai dengan peraturan yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi UMKM dalam memenuhi tanggung jawab 
hukum dan keuangan pasca pendaftaran dan untuk mengeksplorasi bagaimana pemahaman dan 
kesadaran dapat mendukung peningkatan kepatuhan. 

Artikel ini adalah sebuah karya konseptual yang didasarkan pada tinjauan literatur. Artikel 
ini mengkaji berbagai studi dan literatur mengenai kepatuhan UMKM terhadap tanggung jawab 
hukum dan keuangan setelah mereka beralih ke status PT Perseorangan, dengan fokus pada 
fenomena FOMO (Fear of Missing Out) sebagai motivator potensial. Dengan melakukan tinjauan 
ini, artikel ini berusaha mengeksplorasi bagaimana FOMO dapat mendorong UMKM untuk 
mendaftar sebagai PT Perseorangan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kepatuhan 
mereka terhadap persyaratan yang relevan. 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur untuk mengumpulkan dan 
menganalisis data. penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik tersebut. 
Sumber data primer meliputi artikel ilmiah, jurnal akademis, dan buku-buku yang diperoleh melalui 
berbagai database online seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest. Literatur yang dipilih 
dipilih berdasarkan relevansi, baik secara tematik maupun kronologis, dengan kriteria yang 
berfokus pada kesesuaian topik, tanggal publikasi (dalam lima tahun terakhir), dan reputasi jurnal. 

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik, di mana penelitian-penelitian 
terdahulu dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang teridentifikasi. Proses ini melibatkan 
pengenalan tren penelitian, membandingkan metodologi, dan meringkas temuan-temuan utama 
dari setiap penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 
komprehensif tentang perkembangan penelitian di bidang ini dan menyoroti kesenjangan yang 
masih ada di lapangan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dari Penelitian ini mengkaji tren pendaftaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) sebagai Perseroan Terbatas (PT) Perorangan di Indonesia, yang menawarkan biaya 
pendirian yang lebih rendah dibandingkan dengan PT biasa. Kajian literatur mengungkapkan 
beberapa temuan, termasuk faktor-faktor dominan yang mempengaruhi keputusan UMKM untuk 
beralih ke PT Perseorangan dan tantangan yang terkait dengan pemahaman kewajiban hukum 
dan keuangan yang menyertai pilihan ini. 

Salah satu faktor utama yang mendorong UMKM untuk memilih PT Perseorangan adalah 
biaya pendaftaran yang jauh lebih rendah. Hal ini sangat menarik bagi pemilik UMKM dengan 
sumber daya keuangan yang terbatas untuk memulai bisnis mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh 
Saragih dkk. (2023), keterjangkauan biaya pendaftaran merupakan insentif utama yang 
memungkinkan pemilik usaha untuk mendapatkan pengakuan hukum tanpa biaya tinggi yang 
terkait dengan pendirian PT biasa. Namun, selain faktor biaya, pengaruh lain seperti fenomena 
Fear of Missing Out (FOMO) juga berperan. Para pelaku UMKM sering termotivasi oleh tren bisnis 
yang berkembang untuk beralih ke PT Perseorangan tanpa sepenuhnya memahami implikasi 
hukumnya.Keputusan ini sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti keinginan untuk 
mengikuti tren yang ditetapkan oleh bisnis lain, tanpa mengevaluasi dengan benar apakah 
tindakan tersebut sesuai dengan keadaan dan persyaratan bisnis mereka sendiri. 

Isu penting lainnya yang disoroti dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman di 
antara pemilik UMKM tentang tanggung jawab hukum mereka setelah mendaftar sebagai PT 
Perseorangan. Menurut Devi (2022), meskipun banyak UMKM yang beralih ke PT Perseorangan 
untuk mendapatkan legitimasi, banyak juga yang tidak memahami kewajiban hukum yang terkait 
dengan status baru ini. Bisnis-bisnis ini sering kali tidak memiliki pengetahuan tentang tanggung 
jawab perpajakan yang harus mereka penuhi, termasuk pelaporan pajak dan penyusunan laporan 
keuangan sesuai dengan hukum. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan pengetahuan yang 
signifikan, dimana UMKM lebih berfokus pada manfaat langsung dari status badan hukum 
dibandingkan dengan persyaratan administratif yang menyertainya. 

Penelitian oleh Madjodjo dan Baharuddin (2022) lebih lanjut menggarisbawahi bahwa 
kesadaran pelaku UMKM akan kewajiban perpajakan mereka secara signifikan berdampak pada 
kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan. Mereka berpendapat bahwa peningkatan 
layanan fiskal dan pemahaman yang lebih dalam tentang kewajiban perpajakan dapat mendorong 
kepatuhan yang lebih baik. Namun, masih banyak UMKM yang belum menyadari pentingnya 
pelaporan pajak yang tepat waktu dan akurat, dan bahkan ada yang mengabaikan tanggung jawab 
perpajakan mereka karena kurangnya pemahaman tentang peraturan dan potensi denda. 

Dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tanggung jawab 
akuntansi sama pentingnya dengan kewajiban perpajakan. Karena sumber daya yang terbatas, 
banyak pemilik UMKM yang mengabaikan pentingnya praktik akuntansi yang tepat. Saragih dkk. 
(2023) menyoroti bahwa mengadopsi sistem informasi akuntansi yang efektif dapat membantu 
UMKM mengelola arus kas, melacak profitabilitas, dan membuat keputusan yang tepat 
berdasarkan data keuangan yang andal. Dengan menerapkan sistem akuntansi yang 
terstandarisasi, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan peluang 
mereka untuk mendapatkan pendanaan eksternal. Laporan keuangan yang transparan dan 
terorganisir sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dari investor dan lembaga keuangan, 
yang menunjukkan kelangsungan bisnis. Selain itu, catatan keuangan yang akurat membantu 
membangun kepercayaan dengan mitra bisnis dan pelanggan, yang dapat meningkatkan reputasi 
dan keberlanjutan bisnis. 

Namun, masalah signifikan yang dihadapi oleh banyak UMKM adalah kurangnya 
pemahaman tentang kewajiban perpajakan dan tugas akuntansi, yang mempersulit kemampuan 
mereka untuk mematuhi peraturan. Devi (2022) menunjukkan bahwa pemahaman yang terbatas 
mengenai tanggung jawab perpajakan, terutama sistem Self-Assessment, membuat banyak 
pelaku UMKM tidak dapat memenuhi tanggung jawab pajak mereka secara akurat dan tepat 
waktu. Sistem Self-Assessment memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan 
membayar pajak mereka secara mandiri, tetapi sistem ini membutuhkan pemahaman yang 
mendalam tentang undang-undang perpajakan.Tanpa kesadaran yang memadai, UMKM berisiko 
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menghadapi masalah kepatuhan yang dapat mengakibatkan denda atau bahkan penutupan 
usaha. Oleh karena itu, memberikan edukasi dan penyuluhan yang lebih tepat sasaran mengenai 
tanggung jawab perpajakan dan akuntansi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan 
pemahaman pemilik UMKM. Hal ini penting tidak hanya untuk meminimalkan ketergantungan pada 
denda, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan di 
mana UMKM dapat tumbuh dan berhasil dengan tetap mematuhi persyaratan hukum dan fiskal. 

Dalam konteks ini, pemerintah memainkan berperan penting dalam meningkatkan 
pemahaman dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap tanggung jawab perpajakan dan praktik 
keuangan yang baik. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi mengenai 
perpajakan dan sistem akuntansi yang tepat harus diintensifkan, terutama untuk menghubungkan 
UMKM dengan otoritas pajak dan membantu mereka memahami kewajiban-kewajiban yang 
menyertai status PT Perorangan. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berbasis edukasi, 
UMKM dapat lebih siap untuk mengelola kewajiban perpajakan mereka dan menjalankan bisnis 
mereka secara lebih profesional, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada keberlanjutan dan 
pertumbuhan jangka panjang perusahaan mereka. 

Meskipun biaya rendah untuk mendaftar sebagai PT Perorangan merupakan insentif 
utama, tantangannya tetap ada dalam mengedukasi UMKM tentang kewajiban hukum dan 
keuangan mereka. Ada kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan dan penjangkauan mengenai 
tanggung jawab perpajakan dan manajemen keuangan yang tepat untuk mendukung UMKM 
dalam memenuhi kewajiban mereka setelah beralih ke status PT Perseorangan. Dengan demikian, 
peningkatan kesadaran akan tanggung jawab perpajakan dan akuntansi harus menjadi pusat dari 
kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan kepatuhan UMKM di Indonesia. 

 
SIMPULAN 

Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun biaya rendah adalah alasan utama UMKM 
memilih PT Pribadi, banyak pelaku usaha yang kurang memahami kewajiban hukum, kewajiban 
perpajakan, dan pentingnya mengelola laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Kesenjangan 
dalam pengetahuan ini menimbulkan risiko terhadap kepatuhan terhadap peraturan. Oleh karena 
itu, penting bagi pemerintah dan organisasi terkait untuk meningkatkan program edukasi dan 
pendampingan yang berfokus pada kewajiban perpajakan dan penyusunan laporan keuangan 
yang sesuai dengan standar akuntansi. Upaya-upaya ini akan membantu UMKM mendapatkan 
pemahaman yang lebih jelas tentang tanggung jawab hukum dan akuntansi mereka, yang pada 
akhirnya akan meningkatkan kepatuhan dan mendukung keberlanjutan jangka panjang bisnis 
mereka. 
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